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BAB II 

TINJAUAN KONSEPTUAL 

A. Tinjauan Umum Tetang Kejaksaan. 

1. Definisi Kejaksaan. 

Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 

tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia 

adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi yang berkaitan 

dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di 

bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-

undang1. Selain itu jaksa juga adalah sebagai pegawai negeri sipil 

dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan 

melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-

undang. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh 

undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan 

penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. 

Serta tindakan penuntutan untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan 

Negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur 

dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan 

diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan2. pejabat fungsional yang 

diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai 

penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan 

                                                           
1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 
2 Rudiansyah, “Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah  Berlakunya 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”, Jurnal Intelektualita: 

Keislaman, Sosial, dan Sains, Volume 10, Nomor 1, 2021, hlm. 155. 
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undang-undang. Dari rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

Kejaksaan adalah: 

a. Lembaga pemerintah. Dengan demikian, Kejaksaan 

termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif. 

b. Melaksanakan  kekuasaan  negara;  dengan  demikian  maka  

Kejaksaan merupakan aparat negara3. 

Sedangkan menurut pandangan pemikiran cendekiawan Kejaksaan 

Saheroji, menjelaskan asal kata dari jaksa bahwa kata jaksa berasal 

dari bahasa sansekerta yang berarti pengawas (superintendant) atau 

pengontrol, yaitu pengawas soal-soal kemasyarakatan. Kejaksaan 

adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara 

terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-

badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang 

bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Di Indonesia Kejaksaan 

Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum 

yang kedudukannya berada di lingkungan kekuasaan pemerintah yang 

berfungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan 

berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang  Nomor   16  Tahun   

2004   tentang   Kejaksaan  Republik  Indonesia,   disamping 

melaksanakan fungsi  kekuasaan lain yang oleh undang-undang. 

Fungsi Kejaksaan mencakup aspek preventif dan aspek represif 

dalam kepidanaan serta Pengacara Negara dalam Keperdataan dan 

Tata Usaha Negara. Aspek Preventif, berupa peningkatan kesadaran 

                                                           
3 Ladeng Marpaung,  Proses Penanganan Perkara Pidana ( Penyelidikan dan Penyidikan 

), Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 191 
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hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakkan hukum, 

pengamanan peredaran bang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, 

pencegahan penyalahgunaan    dan/atau   penodaan   agama, penelitian 

dan pengembangan hukum  serta  statistic  kriminal.  Aspek  represif 

melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan 

Hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan keputusan pelepasan bersyarat, melengkapi berkas perkara 

tertentu yang berasal dari Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil (PPNS)4. 

Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara dilaksanakan 

secara merdeka dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. 

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih 

berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan 

kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta 

pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Berdasarkan 

Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana bahwa: 

a. Jaksa adalah pejabat  yang  diberi  wewenang  oleh  undang- 

undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta 

melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. 

                                                           
4 Adang Yesmil Anwar, Sistem Peradilan Pidana, Cet. ke-1, Bandung: Widya Padjajaran, 

2011, hlm. 196. 
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b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh 

undang- undang ini untuk melakukan penuntutan dan 

melaksanakan putusan hakim. 

Kejaksaan memiliki  kedudukan  sebagai  lembaga  pemerintahan  

yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka dan tidak 

terpisahkan terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam 

penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan serta memiliki tugas 

dan wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tindak 

pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan 

negara tersebut diselenggarakan oleh: 

a. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia 

dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara 

Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa 

Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan 

penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, 

mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan 

Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan 

oleh presiden. 

b. Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan 

daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan 

Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang 

merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang 

memimpin, mengendalikan pelaksanaan  tugas,  dan  

wewenang  kejaksaan  di  daerah hukumnya. 
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c. Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota 

dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. 

Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan 

negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab 

kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan 

tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada 

Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan 

Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. 

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan. 

Kejaksaan sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang 

penuntutan maka Kejaksaan melakukan penuntutan pidana. 

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan 

melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan terlepas 

dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam upaya mewujudkan kepastian 

hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan 

mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, 

serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan 

yang hidup dalam masyarakat5. 

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus 

mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan 

penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus 

dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan 

                                                           
5 M. Yuhdi, “Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum”, 

Jurnal Pendidikan Pancasiala dan Kewarganegaraan, Volume 7, Nomor 2, 2014, hlm. 96. 
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semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, 

kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan dan akhirnya apakah 

tuntutannya yang dilakukan oleh  jaksa  itu sah dan benar atau tidak 

menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat 

dipenuhi6. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa tugas dan 

wewenang Kejaksaan, yaitu7: 

a. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan 

wewenang: 

1) Melakukan penuntutan. 

2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan 

pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan 

keputusan lepas bersyarat. 

4) Melakukan penyidikan terhadap tindak  pidana  

tertentu  berdasarkan undang-undang. 

5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan  untuk  itu  

dapat melakukan pemeriksaaan tambahan sebelum 

dilimpahkan ke pengadilan yang dalam 

pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 

b. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan 

dengan  kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam 

                                                           
6 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta:Sinar Grafika,  2006, hlm. 32. 
7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 
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maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara 

atau pemerintah. 

c. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, 

kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: 

1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 

2) Pengamanan kebijakan penegakkan hukum. 

3) Pengawasan peredaran barang cetakan. 

4) Pengawasan   aliran   kepercayaan yang dapat 

membahayakan masyarakat dan negara. 

5) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan 

agama. 

6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik 

kriminal. 

Disamping itu, kejaksaan juga memiliki tugas-tugas lain seperti di 

atur dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2004 yaitu8: 

- Pasal 31 

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan 

seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa atau tempat 

lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri 

atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, 

lingkungan atau dirinya sendiri. 

- Pasal 32 

                                                           
8 Ibid. 
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Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang- undang 

ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan weweenang lain berdasarkan 

undang- undang ini. 

- Pasal 33 

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan 

membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan 

keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. 

- Pasal 34 

Kejaksaan dapat memberikanpertimbangan dalam bidang hukum 

kepada instansi pemerintah lainnya. 

Secara khusus Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memuat tugas dan wewenang 

Jaksa Agung selain dari memimpin lembaga kejaksaan, yaitu: 

a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak 

hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan 

wewenang kejaksaan; 

b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan 

oleh undang-undang; 

c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum; 

d. Mengajukan kasasi dem kepentingan hukum kepada 

Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata 

usaha negara; 
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e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada 

Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara 

pidana; 

f. Mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau  

keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena 

keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan 

peraturan perundang- undangan9. 

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana. 

1. Pengertian Tindak Pidana. 

Tiga masalah pokok dalam hukum pidana berpusat pada apa yang 

disebut dengan tindak pidana (criminal act, strafbaarfeit, delik, 

perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (criminal 

responsibility) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak 

pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah 

kriminalisasi (criminal policy) yang diartikan sebagai proses penetapan 

perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi 

tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan 

perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang10. 

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah strafbaar 

feit atau delict. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, 

dan feit, secara literlijk, kata “straf” artinya pidana, “baar” artinya 

dapat atau boleh dan “feit” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan 

istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga 

                                                           
9 Ibid. 
10 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 

57. 
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dengan kata hukum11. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan 

dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht. Untuk kata 

“baar”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. 

Sedangkan kata “feit” digunakan empat istilah yakni, tindak, 

peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. 

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak 

Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah: 

a. Strafbaar Feit adalah peristiwa pidana; 

b. Strafbare Handlung diterjamahkan dengan „Perbuatan 

Pidana‟, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana 

Jerman; dan 

c. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah „Perbuatan 

Kriminal‟  

Jadi, istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau 

perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli 

hukum tindak pidana (strafbaar feit) adalah: 

a. Menurut Pompe, “strafbaar feit” secara teoritis dapat 

merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan 

terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun 

dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, 

di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu 

                                                           
11 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 

69. 
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demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya 

kepentingan hukum12. 

b. Menurut Van Hamel bahwa strafbaar feit itu adalah 

kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, 

bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan 

dengan kesalahan. 

c. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah 

perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya 

bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang 

bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas 

perbuatannya13. 

d. Menurut E. Utrecht “strafbaar feit” dengan istilah peristiwa 

pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu 

suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu 

melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan 

yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu)14. 

e. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan 

yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa 

yang melanggar hukum. 

f. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang 

merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu 

                                                           
12 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: Refika 

Aditama, 2014, hlm. 97. 
13 Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, Jakarta: Kantor Pengacara dan 

Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002, hlm. 155. 
14 Erdianto Effendi, op.cit.,hlm. 98. 
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kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan 

pidana diberi pidana15. 

g. Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari 

Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: 

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang 

bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh 

Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang 

dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada 

si pembuat”.  

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk 

menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Harus ada perbuatan manusia; 

b. Perbuatan manusia itu betentangan dengan hukum; 

c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam 

dengan pidana; 

d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat 

dipertanggung jawabkan; dan 

e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada 

si pembuat16. 

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau 

perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. 

Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau 

                                                           
15 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, 

hlm. 97. 
16 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, op.cit., hlm. 60. 
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yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung 

acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang 

diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak 

pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana 

umum. 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana. 

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam 

dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut 

terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan 

pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, 

mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. 

Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-

unsur tindak pidana yaitu: 

a. Unsur Objektif  

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada 

hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana 

tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari: 

1) Sifat melanggar hukum. 

2) Kualitas dari si pelaku.  

3) Kausalitas. 

b. Unsur Subjektif  

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau 

yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk 
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didalamnya segala sesuatu yang tetkandung di dalam 

hatinya17. Unsur ini terdiri dari: 

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa). 

2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukandalam 

pasal 53 ayat (1) KUHP. 

3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam 

kejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, 

dan sebagainya. 

4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dakam 

pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang 

direncanakan terlebih dahulu. 

5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 

KUHP. 

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah: 

a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak 

berbuat atau membiarkan). 

b. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).  

c. Melawan hukum (onrechmatig). 

d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband 

stand)18. 

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus 

dipenuhi unsur sebagai berikut:  

a. Adanya perbuatan manusia. 

                                                           
17 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 50. 
18 Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, Yogyakarta: Budi Utama, 2012, hlm. 12. 
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b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal. 

c. Bersifat melawan hukun.  

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah: 

a. Perbuatan (yang); 

b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);  

c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); 

d. Dipertanggungjawabkan19 

 

                                                           
19 Adami Chazawi, op.cit., hlm. 81. 


